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INTISARI

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA MEREK
OLEH DIREKTORAT RESI™"SE KRIMINAL KHUSUS
POLDA METRO JAYA, BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR: 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK

Oleh
Ni Nyoman Willyartining

Tindak pidana di bidang merek (barang dan jasa) dapat digolongkan sebagai
kejahatan bisnis. Penggolongan ini, karena tindak pidana di bidang merek mempunyai
implikasi kerugian yang sangat luas, sehingga terhadap merek diperlukan perlindungan
hukum dalam undang-undang. Namun, kualifikasi tindak pidana di bidang merek sebagai
delik advan dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 200! tentang Merck, dapat
menghambat penegakan hukumnya, karena delik aduan hanya dapat dituntut apabila ada
pengaduan dari pihak yang dirugikan (korban). Pengaturan merek ° 'am undang-
undang yang dimaksudkan sebagai perlindungan hukum dan kepastian hukum, serta
ancaman hukuman yang berat, ternyata belum sepenvhnya dapat mencegah terjadinya
pelanggaran perundang-undangan i bidang merek. Oleh karena itu, diperlukan penegakan
hukum yang tegas dan konsisten, meskipun ada berbagai kendala atau hambatan dalam
pelaksanaannya. Penyidikan oleh Penyidik Polri terhadap tindak pidana di bidang merek,
diharapkan sebagai pintu gerbang yang sangat menentukan bagi keberhasilan pencgakan
hukum terhadap tindak pidana di bidang merek.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari penggolongan tindak
pidana di bidang merek sebagai delik aduan dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun
2001 tentang Merek terhadap pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana merek.
Selain itu, untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Penyidik Satuan Reserse
Kriminal Khusus Polda Metro Jaya dalam pelaksanaan penyidikan di bidang merek.
Data yang digunakan dalam penelitian meliputi data primer dan data sekunder. Alat
pengumpulan data untuk data primer melalui penelitian lapangan, yang ditempuh
dengan wawancara terhadap narasumber, dan untuk data sekunder melalui penelitian
kepustakaan atau studi dokumen.

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan Pertama: Penggolongan tindak pidana di
bidang merek sebagai delik aduan dapat menghambat penegakan hukum tindak pidana di
bidang merek, karena terhadap tindak pidana berjenis delik aduan hanya dapat dituntut
jika ada pengaduan dart pihak yang dirugikan sebagai syarat penuntutan; Kedua: dalam
pelaksanaan penyidikan masih terdapat beberapa kendala, seperti kurangnya
pengalaman penyidik dajam menangani perkara tindak pidana di bidang merek, dan
faktor perijinan yang mengharuskan penyidik Polri untuk mendapatkan keterangan dari
Ahli di bidang merek dan bukti dari Direktorat Hak Kekayaan Intelektual Departemen
Kehakiman dan HAM.

Kata kunci: merek dagang dan jasa, tindak pidana dt bidang merek, perlindungan hukum,
kejahatan bisnis, penegakan hukum, penyidikan, Penyidik Polr.
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